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The research aimed at investigating operational cost components and ship revenue, and modeling the 
equation of the operational cost and tariff. 
Data collection methods used were an observation, an interview and a questionnaire. Data were 
analysed by required freight rate (RFR), ability to pay (ATP), willingness to pay (WTP). For the equation 
modeling of the operasional cost, the average value and multiple linier regression methods were used. 
The result of the research indicates that the biggest operational cost component for Baubau – Dongkala 
Trajectory is fuel cost of 28.3% and the smallest is the lubrication cost of 0.34%, whereas for Dongkala 
– Mawasangka, the biggest operational cost component is RMS cost of 30.4%, whereas for Dongkala – 
Mawasangka and the smallest is the lubrication cost of 0.4%. The revenue obtained by the crossing 
transportation companies is derived from the valid tariff because of KMP. Madidihang is classified in the 
pioneer trajectory, so the revenue obtained can not cover the operational cost spended by the 
companies, so that the subsidies from the government are necessary. The ability to pay from the 
community is lower than the valid tariff. The form of the operational cost formula produced is BOK total 
= (0.132 x ship price) + (4,281,204 x GRT) + (0.34 x Hp x S/V x trip x fuel price) + 6% and the tariff is 
the ship operational cost per SUP – Mile deducted by the subsidies then multiplied by SUP and the 
distance is then added up with the additional factor. 
 




Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di 
dunia, terdiri dari ± 17.504 pulau, banyak diantara pulau itu belum berkembang 
ekonominya, sehingga daerah tersebut tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-
daerah lain.(Pangestu, 2004). Untuk menunjang pembangunan dan pengembangan 
ekonomi di daerah-daerah terpencil dan menghubungkan ke daerah yang sudah 
berkembang, pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam menyediakan  sarana 
angkutan perintis yang menghubungkan daerah-daerah tersebut. (Jinca, 2008). 
 
Secara nasional pada tahun 2009 terdapat 230 lintasan yang secara formal mendapat ijin 
operasi namun karena berbagai kendala teknis dan ekonomi, lintasan yang dilayani saat 
ini hanyalah 128 lintasan penyeberangan, yang terdiri dari 42 lintasan komersial dan 86 
perintis termasuk diantaranya lintasan Baubau – Dongkala - Mawasangka. 
 
Lintasan penyeberangan Baubau–Dongkala–Mawasangka dilayani oleh satu kapal ferry 
yaitu KMP. Madidihang. Di mana waktu tunggu yang dipakai kapal lebih besar dari pada 
waktu layarnya untuk jarak 34 mile (Baubau – Dongkala) dan 14 mile (Dongkala – 
Mawasangka), dengan demikian sangat jelas bahwa operasional kapal penyeberangan 
pada lintasan Baubau – Dongkala – Mawasangka  tersebut tidak optimal, karena selama 
kapal menunggu, selain kapal tidak menghasilkan pendapatan, kapal tetap 
membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional kapal merupakan unsur utama 
dalam penentuan tarif di pengaruhi oleh banyak varibel seperti biaya kapal di laut dan 
biaya kapal di pelabuhan, formula tarif berdasarkan variable biaya operasional akan 
sangat memudahkan penetapan tarif, baik statis maupun dinamis. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui komponen biaya operasional kapal dan 
pendapatan angkutan penyeberangan perintis dan perhitungannya, serta menyusun 
persamaan tarif untuk angkutan penyeberangan perintis. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 tahun 2001, angkutan 
penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang 
menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena 
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adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Alat 
angkut penyeberangan ini menggunakan kapal ferry. Dalam fungsinya sebagai 
pendukung dan pendorong pembangunan nasional, lintas penyeberangan dibedakan 
antas lintas perintis dan non perintis (komersil). Lintas perintis adalah lintasan yang 
secara ekonomi maupun finansial belum menguntungkan, dalam hal ini pelayanan 
penyeberangan disubsidi oleh pemerintah baik subsidi sarana kapalnya maupun biaya 
operasionalnya. Lintas non perintis (komersil) adalah lintasan yang secara 
keuangan/financial menguntungkan, biasanya lintasan ini dibuka kepada swasta untuk 
ikut menginvestasikan kapal pada lintasan yang bersangkutan. 
 
Jika satuan muatan suatu kapasitas produksi itu homogen, maka satuan kapasitasnya 
akan jelas. Kapal ferry sebagai alat angkut penyeberangan yang mengangkut berbagai 
jenis muatan yang berbeda-beda, maka untuk mengukur kapasitasnya digunakan suatu 
cara perhitungan pendekatan kapasitas yang disebut Satuan Unit Penumpang (SUP). 
Faktor penimbang yang digunakan adalah perbandingan terhadap luasan (ruang muat) 
yang digunakan oleh satu penumpang, biasanya penumpang kelas ekonomi/deck yang 
menjadi patokan pengukuran dengan nilai perbandingan luasan yang digunakan adalah 
satu. 
Besaran SUP masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut 
a. Kendaraan Golongan    I   : 1,6  SUP 
b. Kendaraan Golongan II  : 2,8  SUP 
c. Kendaraan Golongan III  : 5,6  SUP 
d. Kendaraan Golongan IV 
1) Kendaraan penumpang beserta penumpangnya   : 1,63  SUP  
2) Kendaraan barang beserta muatannya :17,98   SUP 
c. Kendaraan Golongan     V 
1) Kendaraan penumpang beserta penumpangnya  :37,39  SUP 
2) Kendaraan barang beserta muatannya  :31,55  SUP  
d. Kendaraan Golongan    VI 
1) Kendaraan penumpang beserta penumpangnya  :63,28  SUP 
2) Kendaraan barang beserta muatannya  :52,33  SUP 
g. Kendaraan Golongan VII    :66,03  SUP 
h. Kendaraan Golongan VII   :98,75  SUP 
 
Biaya kapal adalah banyaknya pengeluaran mulai dari harga kapal itu sendiri serta biaya 
operasional kapal pada saat berlayar dan berlabuh. Biaya kapal dapat dikelompokkan 
menjadi: 
a. Kelompok biaya tetap dan biaya variable, patokan yang dipakai dalam klasifikasi 
biaya ini adalah reaksi suatu unsur perubahan yang terjadi pada tingkat 
operasi/produksi. Pada tingkat produksi ada unsur biaya yang besarnya berubah 
sejalan dengan perubahan tingkat produksi. 
b. Kelompok biaya langsung dan tidak langsung, patokan yang dipakai dalam klasifikasi 
biaya ini ditinjau dari segi operasional, apakah suatu unsur biaya ini terlibat secara 
langsung atau tidak langsung dalam proses produksi. 
Menurut keputusan menteri perhubungan no. KM. 58 tahun 2003, Komponen biaya 
operasional kapal terdiri dari: 
A.  Biaya Langsung 
  A)  Biaya tetap  
a. Biaya Penyusutan Kapal (depresiasi) 
b. Biaya Bunga Modal 
c. Biaya Asuransi 
d. Biaya Anak Buah Kapal (ABK) 
B)  Biaya tidak tetap 
a.  Biaya Bahan Bakar 
b.  Biaya Minyak Pelumas 
c.  Biaya Gemuk 
d. Biaya Air Tawar 
e. Biaya Kapal di Pelabuhan terdiri dari: biaya labuh, biaya pandu, biaya 
tambat, biaya rambu, dan biaya tunda  
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d. Biaya Reparasi, Maintenance, dan Supply (RMS) 
B.  Biaya Tidak Langsung 
A)  Biaya tetap 
a. Biaya Pegawai Darat (Kantor Cabang dan Perwakilan) 
b.  Biaya Pengelolaan dan Management 
B)  Biaya Tidak Tetap terdiri dari biaya administrasi dan umum. 
 
Total biaya operasional kapal dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 
BOK total = Biaya Langsung (A) + Biaya Tidak Langsung (B) 
Sedangkan biaya per satuan unit produksi per mil (tarif dasar) dapat dihitung dengan 
persamaan sebagai berikut : 
 







Pendapatan usaha transportasi penyeberangan bersumber dari sewa angkutan 
penumpang, kendaraan, dan barang. Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan berikut: 
 
P = (F x TMI x JMI) 
  
Di mana :  P  = pendapatan operasi kapal dalam satu tahun (Rp) 
 F = frekuensi pelayaran dalam satu tahun  (trip) 
 TMI = tarif setiap jenis dan kelas atau golongan muatan (Rp/unit) 
JMI = rata-rata jumlah masing-masing jenis dan kelas atau golongan muatan 
setiap frekuensi pelayaran 
 
3. PERMODELAN FORMULA TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
 
Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai jasa 
angkutan yang disusun secara teratur (Salim, 2008). Struktur tarif pelayanan ekonomi 
terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak, dimana tarif dasar adalah besaran tarif yang 
dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Unit Produksi (SUP) per mil sedangkan tarif 
jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per 
jenis muatan per satu kali jalan.  
 
Berdasarkan keputusan menteri perhubungan nomor KM. 58 tahun 2003. Maka yang 
menetapkan tarif dasar dan tarif jarak adalah: 
a. Menteri untuk angkutan lintas penyeberangan antar negara dan/atau antar provinsi.  
b. Gubernur untuk angkutan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.  
c. Bupati/walikota untuk angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota.  
 
Karena pada lintasan perintis tidak ada unsur komersial, maka pemerintah memberikan 
kompensasi/subsidi terhadap biaya pengoperasian kapal, dengan tujuan untuk menjaga 
stabilitas harga-harga, atau mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk 
mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Menurut peraturan pemerintah 
no. 82 tahun 1999, besarnya kompensasi/subsidi adalah selisih biaya yang dikeluarkan 
oleh perusahaan angkutan (biaya operasional) dengan pendapatan / penghasilan dari 
pengoperasian angkutan perintis tersebut. 
 
RFR digunakan untuk menilai kelayakan tarif yang berlaku atau sebagai dasar penentuan 
tarif yang akan ditawarkan kepada pihak pemakai jasa angkutan. Untuk itu Benford 
memberikan rumus RFR adalah sebagai berikut :  
 
Di mana :  
AAC = biaya rata-rata kapal pertahun  
  = Y + ( CRF x P ) 
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Di mana : 
Y = biaya operasional kapal pertahun 
CRF = koefisien faktor terhadap biaya tahunan 
P = nilai investasi kapal 
C = kapasitas kapal pertahun/besar barang yang diangkut tiap tahun 
 = PxS  
Di mana : 
P  = Jumlah penumpang kapal pertahun 
 S  = frekuensi pelayaran dalam satu tahun 
 Fmin = RFR x indeks konfersi x jarak pelayaran 
 
4. PENENTUAN TARIF BERDASARKAN METODE ATP DAN WTP 
 
Kemampuan membayar (Ability to Pay : ATP) diartikan sebagai kemampuan masyarakat 
dalam membayar ongkos perjalanan yang dilakukannya. Dalam menentukan tarif, sering 
terjadi perbedaan antara besarnya WTP dan ATP, sebagai berikut: 
1) ATP lebih besar dari WTP 
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar lebih besar dari pada 
keinginan membayar jasa tersebut.  
 
2) ATP lebih kecil dari WTP 
Kondisi ini merupakan kebalikan dari kondisi di atas di mana keinginan pengguna 
untuk membayar lebih besar dari pada kemampuan membayarnya.  
3) ATP sama dengan WTP 
Kondisi menunjukkan bahwa antara kemampuan dan keinginan membayar jasa yang 
dikonsumsi pengguna tersebut sama. 
 
Pendekatan yang akan digunakan untuk menghitung ATP dan WTP tiap responden 
dapat dihitung dengan persamaan berikut: 
 
 ATP = (Irs x Pp x Pt) / Trs 
 
Di mana: 
Irs  = Penghasilan responden perbulan (Rp/bulan) 
Pp = Prosentase pendapatan untuk transportasi perbulan dari penghasilan 
responden (%) 
Pt   = Prosentase biaya transportasi yang digunakan untuk angkutan laut (%) 
Trs = Frekuensi penyeberangan responden (mil laut) 
 
WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan angkutan umum, sehingga bila nilai WTP 
masih dibawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif dengan 
perbaikan tingkat pelayanan angkutan umum. 
 
5. TEKNIK PERMODELAN FORMULA BIAYA OPERASIONAL  
 
Pemodelan biaya operasional kapal dapat dilakukan dengan cara: 
a. Perhitungan Nilai Rata-rata (Mean)  
Nilai – nilai yang digunakan untuk mewakili data atau menyimpulkan sekelompok 
data disebut mean (nilai tengah). Nilai rata-rata adalah nilai yang baik dalam mewakili 










X  =  nilai rata-rata 
n  =  banyaknya data/nilai 
X1, X2, ...Xn  =   data/nilai 
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b. Metode Regresi Linier Berganda 
Dalam regresi linier berganda/majemuk digunakan untuk memodelkan hubungan 
antara variabel dependen dan variabel independent, dengan jumlah variabel  
independent lebih dari satu. Bentuk umum dari regresi linier berganda adalah 
sebagai berikut : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn    
Dimana :  
Y = variable dependent, 
X1, X2, ...Xn = variabel independent yang mempengaruhi, 




Berdasarkan kondisi lintasan penyeberangan di Indonesia hingga tahun 2009 tercatat 
jumlah lintasan penyeberangan yang dilayani oleh angkutan penyeberangan sebanyak 
128 lintasan yang terdiri dari 42 lintasan komersial dan 86 lintasan perintis dan 
bertambah menjadi 155 lintasan yang terdiri dari 43 lintasan komersil dan 112 lintasan 
perintis pada tahun 2010, dengan pertumbuhan sebesar 23%. Oleh karena itu peranan 
angkutan penyeberangan perintis semakin penting dalam memenuhi kebutuhan 
angkutan didaerah terpencil. 
 
6.1 Analisis Biaya Operasional Kapal 
Total biaya operasional kapal dalam satu tahun seperti dapat dilihat pada Tabel 1. berikut 
: 
Tabel 1.  Biaya Operasional Kapal 
Sumber : Hasil olahan data 
Total biaya operasional lintasan Baubau – Dongkala         = Rp 1.789.910.764 
Total biaya operasional lintasan Dongkala - Mawasangka     = Rp 1.602.948.134 
 
Pendapatan kapal pertahun diperoleh dari tarif masing-masing muatan. Dengan tingkat 
tariff yang berlaku sekarang dalam hal load factor mencapai 100% lintasan Baubau-
Dongkala masih mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.683.082 per tahun, sedangkan 
untuk lintasan Dongkala-Mawasangka sebesar Rp. 1.433.712.302 per tahun. 








A.  Biaya Operasional Langsung 
1. Biaya Tetap 
a. Biaya  Penyusutan 
b. Bunga Modal 
c. Premi asuransi kapal / tahun 
d.  Biaya Awak Kapal 
2. Biaya Tidak Tetap 
a. Biaya BBM : 
b. Biaya Pelumas 
c. Biaya Gemuk : 
d. Biaya Air Tawar: 
e. Biaya di lingkungan pelabuhan  
f.  Biaya Perniagaan dan Promosi 




   34.180.375,- 
   51.450.459,- 
   10.793.803,- 
  442.938.527,- 
 
 505.938.639 ,- 
   47.830.971,- 
     6.000.000,- 
   14.502.190,- 
   18.119.338,- 




   34.180.375,- 
   51.450.459,- 
   10.793.803,- 
 442.938.527,- 
 
 335.945.159 ,- 
   31.759.944,- 
     6.000.000,- 
   13.605.740,- 
   18.119.338,- 
     7.889.444,-  
 480.329.862,- 
Jumlah 1.619.975.280,- 1.433.012.650,- 
B.  Biaya Operasional Tidak Langsung 
1. Biaya Pegawai Kantor Cabang 
2. Biaya pengelolaan dan menejemen 
3. Biaya Administrasi dan Umum 
 
   146.138.910,- 
      0 
     23.796.575,- 
 
 146.138.910,- 
    0 
     23.796.575,- 
Jumlah     169.935.484,-    169.935.484,- 
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Berdasarkan perhitungan subsidi menurut PT. ASDP diperoleh hasil, besarnya subsidi 
yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak operator adalah Rp 1.237.371.280. 
Terdiri dari subsidi operasional sebesar Rp 919.202.684 per tahun dan subsidi docking 
sebesar Rp  318.168.596 per tahun. Proses pembayaran subsidi 3 kali dalam setahun 
yaitu untuk subsidi operasional kapal 2 kali setahun dan subsidi docking 1 kali setahun 
setelah kapal selesai docking. 
 
Untuk mengerahui tariff minimal digunakan metode RFR, dihitung dengan mengetahui: 
1. Tingkat suku bunga yang berlaku 12% 
2. Umur ekonomis kapal adalah 20 tahun 
Dari kedua data tersebut kemudian ditentukan nilai CFR dari tabel capital recovery 
factors, diperoleh CRF = 0,1339 maka : 
Tarif minimal yang diperoleh dari hasil analisis untuk kedua lintasan yaitu lintasan 
Baubau–Dongkala  sebesar Rp 14.000 dan lintasan Dongkala–Mawasangka Rp 8.000, 
masih lebih rendah dari tarif yang berlaku sekarang yaitu Rp 25.000 untuk lintasan 
Baubau-Dongkala dan Rp 10.000 untuk lintasan Dongkala-Mawasangka. Dengan 
demikian tarif yang ada sekarang dianggap tidak layak. 
 
6.2 Penentuan Tarif  Berdasarkan ATP dan WTP 
 
Sebanyak 27 orang penumpang KMP. Madidihang yang dijadikan sample untuk 
mendapatkan rata-rata biaya transportasi laut, hasilnya rata-rata pengguna dengan 
penghasilan rata-rata Rp 1.403.846 per bulan, mengeluarkan biaya transportasi (Pp) 
sebesar Rp 320.370,- per bulan dengan rata-rata perjalanan (Trs) 2 kali perbulan. Oleh 
karena itu tiap perjalanan pengguna mengeluarkan biaya transportasi (ATP) rata-rata 
sebesar Rp 14.000,- untuk lintasan Baubau-Dongkala. Sedangkan besarnya tarif yang 
ditetapkan oleh perusahaan (WTP), untuk penumpang ekonomi sebesar Rp 25.000, 
Disimpulkan bahwa nilai ATP lebih kecil dari WTP, yaitu menunjukkan bahwa 
kemampuan membayar pengguna jasa lebih kecil dari pada tarif yang ditetapkan oleh 
pengguna. 
 
6.3 Perumusan Formula Tarif 
 
Untuk menghitung tarif terlebih dahulu ditentukan berapa besar biaya operasional kapal 
sebagai dasar dalam menentukan tarif. Komponen biaya operasional di pengaruhi oleh: 
harga kapal, GRT, daya motor (HP), jarak, dan harga Bahan Bakar. 
 
Pembuatan persamaan biaya operasional kapal degunakan metode : 
1.  Metode Statistik Dengan Nilai Rata-Rata 
BOK Prediksi = a  Harga kapal + b GRT + c ( HP x S/V x Trip x Harga BBM). Indeks 
a, b, dan c dihitung sebagai berikut: 
a.   Biaya yang berhubungan dengan harga kapal terdiri dari :  biaya penyusutan, 
biaya bunga modal, dan biaya asuransi. 
Tabel 2. Penentuan Komponen Harga Kapal 
lintasan Harga kapal(Rp) Total Biaya(Rp) C 
1 2 3 4= 3/2 
Kendari - Lenggara 491,347,705 65,840,593 0.134 
Baubau-Dongkala 719,586,839 96,424,636 0.134 
Mawasangka–Dongkala 719,586,839 96,424,636 0.134 
Tampo-Toroulu 3,474,138,947 465,534,619 0.134 
bbu-waara 3,847,956,523 515,626,174 0.134 
Kamaru - Wanci 17,000,000,000 2,278,000,000 0.134 
Kayangan-Pototano 17,000,000,000 2,278,000,000 0.134 
Balikpapan-Mamuju 19,250,000,000 2,235,406,250 0.116 
Jumlah 1.054 
Nilai rata-rata tiap lintasan 0.132 
Sumber : Hasil olahan data 
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Dari Tabel 2. dapat diketahui bahwa indeks biaya operasional kapal yang 
berhubungan dengan harga kapal a = 0,132 (0,132 x harga kapal). 
 
b.   Biaya yang berhubungan dengan GRT terdiri dari : biaya awak kapal, biaya cuci 
kapal, jasa sandar, jasa labuh, dan biaya RMS. 
Tabel 3. Penentuan Komponen GRT Kapal 
lintasan Tonnage (GT) Total Biaya (Rp) C 
1 2 3 4=3/2 
Kendari - Lenggara 157 840,538,625 5,353,749 
Baubau-Dongkala 223 939,714,081 4,213,964 
Mawasangka–Dongkala 223 939,714,081 4,213,964 
Tampo-Toroulu 409 1,203,201,718 2,941,813 
Baubau-Waara 485 1,509,368,166 3,112,099 
Kamaru - Wanci 630 2,048,790,233 3,252,048 
Kayangan-Pototano 646 4,789,647,639 7,414,315 
Balikpapan-Mamuju 1,100 4,083,502,035 3,712,275 
Jumlah 34,214,229 
Nilai rata-rata tiap lintasan 4,276,779 
Sumber : Hasil olahan data 
Dari Tabel 3. dapat diketahui bahwa indeks biaya operasional kapal yang 
berhubungan dengan GRT b = 4,276,779 (4,276,779 x GRT). 
 
c.  Biaya yang berhubungan dengan daya motor (HP), jarak, harga BBM, dan 
kecepatan terdiri dari : biaya BBM dan biaya minyak pelumas 












1 2 3 4 5 6 7=6/2*3*4*5 
Kendari - Lenggara 274 3.5 660  4,376  
    
747,874,846  0.27 
Baubau-Dongkala 290 4.3 286  4,503  553,769,610  0.35 
Mawasangka–
Dongkala 290 1.8 286  4,503  346,531,807  0.53 
Tampo-Toroulu 597 2.4 2,060  4,388  
 
2,859,530,361  0.22 
Baubau-Waara 589 0.3 4,080 4,355 790,467,290 0.30 
Kamaru - Wanci 988 3.7  191  4,740  
 










4    176  4,770  
 
5,438,796,645  0.28 
Jumlah 2.75 
Nilai rata-rata tiap lintasan 0.34 
Sumber : Hasil olahan data 
Dari Tabel 4. dapat diketahui bahwa indeks biaya operasional kapal yang berhubungan 
dengan daya motor (HP), jarak, harga BBM, dan kecepatan c = 0,34. 
 
Secara umum dari ketiga indeks yang telah dihitung diperoleh biaya operasional : 
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Setelah mengaplikasikan formula tersebut pada delapan kapal yang dijadikan sample, 
diperoleh bahwa rata-rata penyimpangan biaya operasional total sebesar 6%, oleh 
karena itu pada formula ditambahkan faktor 6% untuk mencapai angka yang 
sesungguhnya, sehingga diperoleh: 
BOK Total = (0,132 x  Harga kapal) + (4.281.204 x GRT) + (0,34 x Hp x S/V x Trip x 
Harga BBM) + 6 % 
 
2.  Metode Regresi Linier Berganda  
Persamaan yang diperoleh dengan metode regresi linier berganda setelah 
memodelkan hubungan antara harga kapal, GRT, HP, Jarak, harga BBM  Total BOK, 
sebagai berikut: 
BOK Total  = 5.461.416 Harga BBM + 26.620.000 HP + 312.505 Trip + 528.300.000 
Jam – 11.190.000 GRT - 0,619 Harga Kapal – 29.450.000.000
 
 
Sebelum  dijadikan sebagai dasar dalam menghitung tarif, maka formula BOK Total 





Kemudian diperoleh tarif lintasan komersil : 






Sedangkan untuk lintasan perintis, formula tarif sebagai berikut : 









BOK/SUP.Mile  = Tarif dasar (Rp/SUP.Mile) 
Pph = Pajak pelayaran (1,2%) 
 S  = Jarak (Mile) 




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Komponen biaya operasional kapal berasal dari biaya langsung dan biaya tidak 
langsung, dimana komponen biaya yang terbesar terhadap total biaya operasional 
untuk lintasan Baubau-Dongkala adalah biaya BBM sebesar 28,3%, dan yang 
terkecil adalah biaya gemuk sebesar 0,34%, sedangkan untuk lintasan Dongkala - 
Mawasangka komponen biaya operasional yang terbesar adalah biaya RMS sebesar 
30,4%, selanjutnya biaya awak kapal sebesar 28,1%, dan yang terkecil adalah biaya 
gemuk sebesar 0,4%. Pendapatan yang diperoleh tidak bisa menutupi biaya 
operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga diperlukan adanya subsidi 
dari pemerintah. Kemampuan beli masyarakat lebih rendah dari keinginan 
membayarnya, sehingga tarif yang berlaku sekarang dianggap tidak layak.  
2.  Setelah dilakukan cosscheck terhadap kedua persamaan biaya operasional, 
diketahui bahwa persamaan yang berdasarkan nilai rata-rata lebih mendekati biaya 
yang sesungguhnya. Di mana persamaannya sebagai berikut : 
BOK Total = (0,132 x  Harga kapal) + (4.281.204 x GRT) + (0,34 x Hp x S/V x Trip x 
Harga BBM) + 6 % 
 Formula tarif lintasan perintis adalah: 
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